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Abstrak 
Pengertian hukum sebagai norma dapat dirumuskan sebagai himpunan petunjuk 
hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu  masyarakat, dan seharusnya ditaati 
oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.  Seiring dengan perkembangan 
teknologi saat ini kejahatan mulai merambah kejejaring sosial seperti pembajakan 
akun pribadi yang digunakan untuk menyebarkan berita-berita hoax, menyebarkan 
berita yang berbau sara, jual beli narkotika, prostitusi, dan lain sebagainya yang 
menyebabkan kerugian bagi beberapa pihak. Menurut pasal 31 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 pengertian dari pembajakan akun adalah setiap 
orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum. Setiap tindak pidana 
pembajakan akun milik pribadi jarang ditemukan adanya saksi dan barang bukti 
lainnya.  Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui bagaimana perlindungan 
hukum terhadap korban pembajakan akun media sosial ditinjau dari undang-
undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik  
perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan 
transaksi elektronik. Metode penelitian bersifat pendekatan normatif dengan 
meneliti tentang asas hukum, norma hukum kaidah hukum mengenai 
perlindungan hukum terhadap korban pembajakan akun media sosial ditinjau dari 
undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik  
perubahan atas undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan 
transaksi elektronik dengan sifat penelitian bersifat deskriptif analitis yang mana 
akan menjelaskan secara menyeluruh dan sistematis perlindungan hukum terhadap 
korban pembajakan akun media sosial. Sumber data dalam penelitian ini yaitu 
dengan menggunakan penelitian kepustakaan untuk mencari data sekunder dan 
penelitian lapangan untuk memperoleh data primer. Hasil penelitian menunjukan 
Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Kota 
Surakarta dalam pelaksanaannya tidak efektif bahkan sangat buruk. Hal ini 
dikarenakan masih banyaknya masyarakat pengguna media sosial di kota 
surakarta yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat 
keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Udang ITE. Faktor hukum, faktor 
penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dari penegak hukum, faktor 
masyarakat dan faktor budaya hukum adalah faktor yang mempengaruhi 
penegakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Kota 
Surakarta Karena faktor tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya pelaksanaan 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik. 
 






The definition of law as a norm can be formulated as a collection of life 
instructions that regulate the order in a society, and must be determined by the 
members of the community concerned. Along with the development of this 
technology, crime began to penetrate social networks such as hijacking personal 
accounts used to spread hoax news, spreading sara-related news, buying and 
selling drugs, prostitution, and so on which caused losses for several parties. 
According to article 31 paragraph (1) of Law Number 19 of 2016 the definition of 
account hijacking is anyone intentionally and without rights or against the law. 
Every criminal act of hijacking a privately owned account is rarely found by 
witnesses and other evidence. The purpose of this study is to find out how legal 
protection for victims of hijacking social media accounts is in terms of law 
number 19 of 2016 concerning electronic information and transactions, 
amendments to law number 11 of 2008 regarding electronic information and 
transactions. The research method is a normative approach by examining legal 
principles, legal norms regarding legal protection for victims of hijacking social 
media accounts in terms of law number 19 of 2016 concerning electronic 
information and transactions, changes to law number 11 of 2008 regarding 
information and transactions electronic research with analytical descriptive nature 
which will thoroughly and systematically explain legal protection against victims 
of hijacking social media accounts. Sources of data in this study is to use library 
research to find secondary data and field research to obtain primary data. The 
results of the study show that Law Enforcement of Law Number 19 of 2016 
concerning Electronic Information and Transactions related to social media users 
in Surakarta City is ineffective in its implementation, even very bad. This is 
because there are still many people who use social media in the city of Surakarta 
who commit acts against the law on social media due to limited knowledge of the 
ITE Law. Legal factors, law enforcement factors, facilities or facilities from law 
enforcement, community factors and legal culture factors are factors that influence 
the enforcement of Law Number 19 of 2016 concerning Information and 
Electronic Transactions related to social media users in Surakarta City. which 
causes the ineffective implementation of Law Number 19 of 2016 concerning 
Electronic Information and Transactions. 
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1. PENDAHULUAN  
Perkembangan sarana informasi yang luar biasa pesat pada zaman ini memberikan 
kemudahan dalam berbagi informasi. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk 
sosial yang tidak dapat lepas dengan manusia lainnya dan mempunyai hasrat 
untuk berkomunikasi dan bergaul dengan orang lain. Manusia sebagai makhuk 
sosial membutuhkan interaksi dengan sesamanya untuk berbagi rasa, bertukar 




nonverbal. Hakikat komunikasi adalah bentuk dari proses pernyataan antar 
manusia (Effendy, 2002).   
 Arus moderenisasi dan globalisasi tentunya juga membutuhkan peranan 
dari komunikasi antar individu-individu yang ada dalam sebuah negara sebagai 
duta yang bertugas umtuk membagikan informasi tersebut. Sosial media sangat 
dibutuhkan bagi setiap orang untuk membagikan informasi atau mendapatkan 
informasi dan lain sebagainya. Informasi merupakan inti globalisasi, khususnya 
bagi negara-negara yang berambisi membangun dan mewujudkan perubahan 
(Sulistio, 2012). Perkembangan teknologi informasi telah menyebabkan dunia 
menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial yang sangat cepat. 
Sehingga dapat dikatakan teknologi informasi saat ini menjadi pedang bermata 
dua, Karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, 
kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan 
melawan hukum (Suhariyanto, 2013).  
Pengertian hukum sebagai norma dapat dirumuskan sebagai himpunan 
petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu  masyarakat, dan seharusnya 
ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan (Ibrahim & Sewu, 2003).  
Menurut pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pengertian dari 
pembajakan akun adalah setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan 
hukum. Setiap tindak pidana pembajakan akun milik pribadi jarang ditemukan 
adanya saksi dan barang bukti lainnya.  
Oleh karena itu, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Berkaitan dengan hal tersebut, 
lahirnya Undang-Undang tersebut menjadi penggiat dalam menggunakan media 
sosial, seharusnya punya trik atau cara cerdas, agar media sosial digunakan 
sebagaimana mestinya dan tidak melanggar aturan-aturan hukum yang berlaku. 
Teknologi informasi diyakini membawa keuntungan yang besar bagi negara-
negara di dunia (Suhariyanto, 2013).  
Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: (1)Bagaimanakah 
perlindunngan hukum terhadap korban pembajakan Media social ditinjau dari 




Elektronik  Tindak Pidana pembajakan Melalui Penggunaan Media social? (2)Apa 
saja Faktor- faktor yang memengaruhi dalam penegakan hukum terhadap tindak 
pidana pembajakan Media Sosial? 
Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: (1)Mengetahui peran Peran 
Kepolisian dalam dalam melindungi korban pembajakan media sosial Penegakaan 
terhadap pembajakan media sosial di Surakarta (2)Mengetahui faktor-faktor yang 
memengaruhi penegakan kasus Pembajakan Media social  
Manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini sebagai berikut: 
(1)Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah ilmu pengetahuan masyarakat 
luas terhadap penyelesaian perkara pembajakan media social (2)Diharapkan dapat 
memberikan manfaat terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terhadap 
kejahatan hukum khususnya di bidang Hukum Teknologi, Informasi dan 
Elektronik mengenai Media Sosial (3)Diharapkan menjadi bahan infomasi dan 
pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum tentang UU ITE kepada masyarakat 
sekaligus menjadi bahan referensi tambahan kepada semua pihak yang memiliki 
minat yang sama terhadap kajian ini.  
 
2. METODE 
Penelitian normatif adalah sebagai usaha mendekatkan masalah yang diteliti 
dengan sifat hukum normatif. Maka dalam penelitian ini menggunakan suatu 
metode pendekatan secara normatif karena yang akan diteliti kaidah-kaidah 
hukum, asas hukum tentang mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku 
Tindak Pidana Pembajakan media sosial yang dilakukan melalui saran informasi 
elektronik. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian ini bersifat 
deskriptif analitis oleh karena dalam penelitian ini penulis akan menjelaskan 
secara menyeluruh dan sistematis mengenai perlindungan hukum terhadap korban 
pembajakan akun media sosial ditinjau dari undang-undang nomor 19 tahun 2016 
tentang informasi dan transaksi elektronik  perubahan atas undang-undang nomor 
11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Sumber data dalam 
penelitian ini yaitu menggunakan Penelitian Kepustakaan dan penelitian lapangan 
berupa observasi dan wawancara. Metode analisis data yang digunakan penulis 




dengan menganalisis data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, 
dokumen-dokumen, buku kepustakaan, dan literatur lainnya yang berkaitan 
dengan perlindungan korban terhadap pembajakan dan serta dalam penegakannya. 
Setelah itu dipadukan dengan penelitian lapangan berupa hasil wawancara dengan 
narasumber, sehingga dapat dilakukan pengumpulan dan penyusunan data secara 
sistematis, dianalisis secara kualitatif dan dicari pemecahannya. Kemudian hasil 
dari analisis tersebut disajikan secara deskriptif, sehingga diperoleh jawaban atas 
permasalahan mengenai perlindungan korban terhadap pembajakan dan serta 
kendala dalam penegakannya. sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan 
yang dikaji dan dapat ditarik kesimpulan. 
 
3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
3.1 Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang  
Informasi dan Transaksi Elektronik Mengenai Perlindungan Hukum 
Terhadap Korban Pembajakan Media Sosial 
Abdulkadir Muhammad berpendapat bahwa “penegakan hukum dapat dirumuskan 
sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi 
pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran 
memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakkan kembali” (Muhammad, 
2006). penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pemakai dan 
pelaksana peraturan perundang- undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun 
penyelenggara negara yaitu penegak hukum (Machmud, 2012). Penegakan hukum 
pidana saat ini menjadi kebutuhan yang mendesak untuk adanya perubahan 
mendasar dalam rangka mencapai tujuan dari pidana yang lebih baik dan 
manusiawi. Dalam masyarakat modern yang bersifat rasional dan memiliki tingkat 
spesialisasi dan differensiasi yang tinggi sehingga pengorganisasian penegak 
hukumnya juga dituntut untuk dapat mengakomodir permasalahan yang ada. 
Menurut pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik ada 2 (dua) pejabat yang berwenang dalam melakukan penyidikan, 
seperti yang dijelaskan dalam Pasal 43 ayat 1 “Selain Penyidik Pejabat Polisi 




Pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Teknologi 
Informasi dan Transaksi Elektronik diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana 
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan 
Transaksi Elektronik, tetapi tidak secara eksplisit menyebutkan tentang bagaimana 
cara membuktikan bahwa tersangka melakukan pembajakan akun milik pribadi” 
(Hutomo, 2018). 
Pengakuan secara yuridis melalui Pasal 5 Ayat (1) UU ITE terhadap alat bukti 
elektronik sejatinya membawa akibat yuridis diakuinya alat bukti elektronik tersebut 
sebagai bagian dalam alat bukti yang selama ini berlaku. Pengakuan alat bukti elektronik 
ini merupakan suatu langkah maju dalam hukum pembuktian (Azizah, 2019). Setiap 
tindak pidana pembajakan akun milik pribadi jarang ditemukan adanya saksi dan 
barang bukti lainnya. Akan tetapi di dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 
2016 pasal 43 ayat 5 sub b memanggil setiap Orang atau pihak lainnya untuk 
didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi sehubungan dengan adanya 
dugaan tindak pidana di bidang Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik. 
Negara-negara berkembang dan terbelakang (termasuk Indonesia) yang umumnya 
tertinggal dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi informasi, merasa 
kesulitan untuk merumuskan suatu perundang-undangan yang mengatur aktivitas 
di cyberspace (Raharjo, 2002).  
Pada proses penyidikan, aparat penyidik melakukan serangkaian tindakan 
yang diperlukan guna mendapatkan alat bukti yang nantinya diperlukan 
dipersidangan. Apabila tidak cukup bukti, atau peristiwa tersebut ternyata bukan 
tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum maka penyidik berwenang 
untuk menghentikan proses penyidikan. dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 
2002 tentang Kepolisian dalam pasal 1 angka 13, penyidikan ialah serangkaian 
tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang- undang 
ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat 






3.2 Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Terhadap Tindak 
Pidana Pembajakan Sosial 
Penegakan hukum di Indonesia saat ini disinyalir mengalami kesulitan dalam 
menghadapi merebaknya pembajakan media sosial. Hal yang demikian dapat 
tercermin bahwa makin meningkatnya tindak pidana berbasis media sosial. 
Menurut Iptu Raya Sumiran S.H., unit Reserse Kriminal Polres Surakarta 
menyatakan bahwa hambatan dalam penegakan hukum “dilatarbelakangi masih 
sedikitnya aparat penegak hukum yang memahami seluk beluk teknologi 
informasi (internet), terbatasnya sarana dan prasarana, serta kurangnya kesadaran 
hukum masyarakat dalam upaya penanggulangan tindak pidana teknologi 
informasi” (Sumiran, 2011). Lebih lanjut dikatakan bahwa “di samping itu aparat 
penegak hukum di daerah pun belum siap dalam mengantisipasi maraknya 
kejahatan ini karena masih banyak aparat penegak hukum yang gagap teknologi 
(gaptek) hal ini disebabkan oleh masih banyaknya institusi- institusi penegak 
hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet”. 
Sementara berdasarkan hasil penelitian terkait dengan kendala dalam 
penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan media sosial diantaranya: 
a. Bukti Digital  
Pencarian alat bukti digital merupakan hal yang masih sulit dilakukan, karena 
membutuhkan kemampuan dan sarana prasarana yang memadai untuk 
mendapatkan bukti tersebut.  
b. Perbedaan Pendapat  
Perbedaan pendapat yang terjadi diantara aparat penegak hukum dalam hal 
menafsirkan pembajakan media sosial yang terjadi dengan penerapan pasal 
oleh masyarakat, penyidik, penuntut umum, dan hakim akan berpengaruh 
terhadap penyelesaian kasus tersebut, sehingga menimbulkan ketidak pastian 
hukum bagi para korban yang mencari keadilan.  
c. Kemampuan Penyidik  
d. Kesadaran dan Perhatian Masyarakat  
Kesadaran dan perhatian masyarakat untuk melaporkan kasus pembajakan 




tidak masalah karena hanya kehilangan sejumlah uang dengan nominal yang 
tidak terlalu besar, sehingga mereka enggan untuk melaporkan.  
Soerjono Soekanto mengatakan bahwa ada lima faktor yang memengaruhi 
penegakan hukum, yaitu: (Soekanto, 2004) 
a. Faktor hukumnya sendiri, yang dibatasi dengan undang-undang saja;  
b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang 
menerapkan hukum;  
c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;  
d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan 
diterapkan;  
e. Faktor kebudayaan, sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada 
karsa manusia di dalam pergaulan hidup.  
Kelima faktor sebelumnya sebenarnya dapat diminimalisir ketika 
pemerintah dalam hal ini negara serius dalam memenuhi kewajibannya untuk 
melindungi masyarakatnya. Pada proses penuntutan seorang jaksa yang bertindak 
selaku penuntut umum membuat surat dakwaan, dimana dalam surat dakwaan tersebut 
didasari atas alat-alat bukti yang telah diteliti, diperiksa dan disimpan oleh jaksa (Kurnia, 
2020). Jika melihat faktor hukum yang ada, saat ini para aparat penegak hukum 
memang menggunakan KUHP, KUHAP, UU ITE dan UU terkait lainnya sebagai 
dasar hukum dalam menjerat para pelaku pembajakan media sosial, namun dalam 
implementasinya dengan banyaknya pasal yang ada diterapkan kepada pelaku 
mengakibatkan banyak terjadi multitafsir bagi aparat penegak hukum sehingga 
dalam implementasinya diperlukan satu pasal yang khusus mengatur tindak 
pidana pembajakan media sosial yang dapat dimasukkan ke dalam Undang-




Perlindunngan hukum terhadap korban pembajakan Media social memiliki 
karakter yang berbeda dengan tindak pidana umum baik dari segi pelaku, korban, 
modus operandi dan tempat kejadian perkara sehingga butuh penanganan dan 




melakukan serangkaian tindakan yang diperlukan guna mendapatkan alat bukti 
yang nantinya diperlukan dipersidangan. Apabila tidak cukup bukti, atau peristiwa 
tersebut ternyata bukan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum 
maka penyidik berwenang untuk menghentikan proses penyidikan, begitu juga 
sebaliknya apabila bukti-bukti telah terpenuhi dan peristiwa tersebut adalah 
merupakan tidak pidana maka penyidik akan melanjutkan proses penyidikan 
dengan membuat berita acara (pemberkasan perkara) untuk diserahkan kepada 
penuntut umum. dapat disimpulkan bahwa faktor- faktor yang memengaruhi 
dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pembajakan Media Sosial adalah 
sebagai berikut : 
a. Penegakan Hukum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial di Kota 
Surakarta dalam pelaksanaannya tidak efektif bahkan sangat buruk. Hal ini 
dikarenakan masih banyaknya masyarakat pengguna media sosial di kota 
surakarta yang melakukan perbuatan melawan hukum di Media sosial akibat 
keterbatasan pengetahuan tentang Undang-Udang ITE. Selain itu, ketaatan serta 
kesadaran masyarakat pengguna media sosial yang pada umumnya sangat rendah, 
sehingga hal ini yang menyebabkan pula aturan hukum mengenai pengguna media 
sosial tidak efektif 
b. Faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas dari penegak 
hukum, faktor masyarakat dan faktor budaya hukum adalah faktor yang 
mempengaruhi penegakan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang 
Informasi dan Transaksi Elektronik yang berkaitan dengan pengguna media sosial 
di Kota Surakarta Karena faktor tersebut yang menyebabkan tidak efektifnya 
pelaksanaan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik. 
4.2 Saran  
a. Untuk Pemerintah dalam Hal ini DPR maupun Pemerintah Pusat dibuatkan 
aturan yang dapat digunakan sebagai patokan dan keseragaman hukum 
sehingga tidak lagi penentuannya ditentukan oleh doktrin, sehingga dalam 
menjerat pelaku tindak pidana terhadap kejahatan penggunaan media sosial 




b. Diharapkan kepada pihak Pemerintah, DPR selaku pembuat UU dan penegak 
hukum untuk lebih aktif mensosialisasikan aturan-aturan Undang-undang 
Informasi dan Transaksi Elektronik dan etika dalam penggunaan media sosial, 
sehingga memberikan kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat dalam 
penggunaannya sehingga mencegah terjadinya tindak pidana melalui 
penggunaan media sosial.  
c. Masyarakat Kota Surakarta hendaknya memiliki kesadaran hukum yang tinggi 
dalam hal ini kesadaran dalam ber-media sosial, karena bagaimanapun juga 
jika kita sadar dalam ber-media sosial kemungkinan kita tidak akan melakukan 
perbuatan melawan hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. 
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